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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH MELALUI 

APLIKASI SIMBA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PADA 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU 

Oleh: 

FITRIYA WULAN SARI 

NIM.12070320681 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan 

Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. Data yang digunakan 

pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak 

BAZNAS dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan Baznas Provinsi Riau sudah menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen Baznas (SIMBA) sejak tahun 2016 dan optimal di tahun 2017. Dalam 

SIMBA tercatat secara jelas dan rinci data muzakki dan mustahik, serta kas 

masuk dan keluar. Baznas Provinsi Riau telah meraih penghargaan operator 

SIMBA terbaik dan taat laporan keuangan SIMBA terbaik pada tahun 2024. 

Mereka juga menjalin kolaborasi dengan kementrian agama untuk pelatihan 

terkait PSAK 409. Ketika mengalami kendala, pihak Baznas Provinsi Riau 

langsung konsultasi ke Baznas RI (pusat), yang selalu merespon dengan cepat. 

Dari penjelasan yang diberikan, aplikasi pengurusan zakat, infaq, dan sedekah di 

Baznas Provinsi Riau terbukti sangat efisien dan efektif. Mereka telah berhasil 

mencapai tujuan manajemen zakat dengan standar keberhasilan yang tinggi dan 

tingkat efektivitas yang optimal. Aplikasi SIMBA menjadi alat memudahkan dalam 

proses pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat pusat, provinsi, maupun 

kabupaten/kota. 

Kata kunci: Implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, Aplikasi 

Simba, Akuntabilitas   
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF ZAKAT, INFAQ/SEDAKAH MANAGEMENT 

THROUGH THE SIMBA APPLICATION TO IMPROVE ACCOUNTABILITY 

AT THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) OF RIAU 

PROVINCE 

By: 

FITRIYA WULAN SARI 

NIM.12070320681 

This study aims to determine the Implementation of Zakat Management, 

Infaq / Donations through the Simba Application to Increase Accountability at the 

National Amil Zakat Agency (Baznas) Riau Province. The data used in this study 

were obtained from direct interviews with BAZNAS and documentation. This 

research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Riau 

Province. The method used in this research is qualitative research method with 

descriptive approach. The results of this study indicate that Baznas Riau Province 

has implemented the Baznas Management Information System (SIMBA) since 

2016 and optimized in 2017. In SIMBA, muzakki and mustahik data are recorded 

clearly and in detail, as well as incoming and outgoing cash. Baznas Riau 

Province has won the best SIMBA operator award and the best SIMBA financial 

report compliance in 2024. They also collaborate with the Ministry of Religious 

Affairs for training related to PSAK 409. When experiencing problems, Baznas 

Riau Province directly consults Baznas RI (center), which always responds 

quickly. From the explanation given, the application of zakat, infaq and sadaqah 

management in Baznas Riau Province has proven to be very efficient and 

effective. They have succeeded in achieving zakat management objectives with a 

high standard of success and an optimal level of effectiveness. SIMBA application 

becomes a tool to facilitate the decision-making process and policies at the 

central, provincial, and district/city levels.  

Keywords: Implementation of zakat, infaq and sadaqah fund management, 

Simba Application, Accountability
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zakat, infaq dan sedekah merupakan beberapa mekanisme agama yang 

berisikan semangat distribusi income. Membayar zakat ialah kewajiban bagi 

setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara 

dan hukum-hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. 

Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu 

nishab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Beberapa 

ciri-ciri ini ada hubungannya dengan tingkat (kuantitas) harta, dan ada pula yang 

ditentukan oleh syariat sehubungan dengan jumlah dan bagian yang diperlukan 

untuk jangka waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penentuan zakat ini pada 

fondasi tujuannya mengendalikan diri bagi seseorang atas harta yang diberikan 

oleh Allah kepadanya. 

Namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia. 

Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relative rendah. Keadaan ini 

diperparah dengan masih adanya kewajiban membayar zakat yang bersifat 

sukarela berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, 

fenomena umum berulang kali adalah masyarakat biasanya membayar zakat 

langsung kepada mustahik. Ketiga, Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga zakat relatif rendah. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa 

akuntabilitas serta performa pengelolaan zakat harus lebih ditingkatkan. 

khususnya pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, baik pada Baznas 
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Provinsi, maupun Baznas Kabupaten/Kota. BAZNAS dalam melaksanakan 

tugasnya menggunakan SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. 

SIMBA merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal 

memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan 

zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, 

peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir semua wilayah Indonesia 

(Winda Oktarina et al., 2022). 

Dan sebab itu, Lembaga pengelola zakat, khususnya Baznas Provinsi Riau 

perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat untuk 

mendapatkan kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya lewat 

Lembaga Baznas. Salah satu upaya untuk meningkatkan performa pengelolaan 

zakat, adalah dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dikarenakan di 

era digital, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi merupakan “pilar” 

pengelolaan zakat nasional, artinya pengembangan sistem zakat nasional harus 

memberikan layanan pengelolaan zakat yang efektif dan memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi. sebagai instrument meningkatkan efektivitas 

dan manfaat zakat mencapai kesejahteraan masyarakat menuntaskan kemiskinan 

(Mukarromah, 2023). 

Menurut penelitian dilaksanakan Puskas BAZNAS pada tahun 2021 (Asrida et 

al., 2021) potensi zakat di Indonesia diperkirakan sejumlah 233,8 triliun. Potensi 

sebesar itu tentu mustahil dikendalikan secara manual. Untuk memudahkan 

pengelolaan ZIS melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, BAZNAS RI 

menerbitkan Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) pada tahun 2012 
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yang kemudian menjadi SOP yang harus digunakan semua BAZNAS di Indonesia 

melalui peraturan yang tertuang di dalam Surat No. 

053/DEPUTI/BAZNAS/IV/2018 tentang Sosialisasi PERBAZNAS No 4/2018 

dan Kewajiban Penggunaan SIMBA dengan harapan seluruh BAZNAS di 

Indonesia dapat mengelola ZIS dengan kualitas yang sama. 

Kenyataannya, hampir semua bagian dalam kehidupan manusia telah 

tersentuh oleh berbagai jenis teknologi yang memudahkan kegiatan, termasuk 

dalam suatu organisasi. Kehadiran teknologi yang memberikan implikasi efektif 

dan efisien memiliki urgensi penting bagi organisasi untuk berhasil mencapai 

tujuannya. Demikian karena kapabilitas teknologi dapat menjadikan organisasi 

mampu untuk membuat terobosan baru atau memodifikasi produk lama sehingga 

mudah diterima oleh target sasaran. Memahami pengertian teknologi, Jacques 

Ellil artinya teknologi cara komprehensif rasional bertujuan untuk menjamin 

setiap aktivitas manusia mewujudkan ciri-ciri efisiensi di dalamnya. 

Dalam lingkup Organisasi Pengelola Zakat, Kehadiran inovasi teknologi 

SIMBA pada organisasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan zakat dan menjadi alat mewujudkan lembaga pengelola zakat bisa 

dipercaya oleh warga khususnya lembaga BAZNAS, di provinsi dan 

kabupaten/kota. Sistem manajemen informasi ini memilki data yang terintegrasi 

antara BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia serta laporan yang 

dihasilkan berjenjang dari kota/kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan 

dari pusat ke Presiden/DPR. Bentuk sistem seperti ini cenderung mempermudah 
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dalam hal pengawasan. BAZNAS Pusat bisa memantau kemajuan pengelolaan 

zakat di semua BAZNAS Indonesia setiap saat. 

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) merupakan sebuah sistem 

yang dirancang oleh BAZNAS secara nasional yang misinya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan penyimpanan data-data dan informasi yang ada. Selain itu, 

fitur yang tersedia dalam SIMBA antara lain pencetakan pelaporan yang berisi 88 

jenis sub laporan yang berbeda, yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 

kelompok besar (Nawawi & Maudy, 2019). Aplikasi berbasis web ini memiliki 

sistem yang tersentralisasi. Tanpa proses instalasi yang rumit, seluruh BAZNAS 

di Indonesia biasa memakai SIMBA untuk mendukung pengelolaan zakat, infak, 

dan sedekah. Tujuan keberadaan SIMBA ialah menolong operasional layanan 

pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga 

lembaga zakat yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem SIMBA ini, ada 

komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang 

berasal dari Muzaki yang menyerahkan zakat, infak/sedekah ke BAZNAS, 

transaksi kas untuk pendistribusian zakat, infak/sedekah kepada Mustahik (orang 

yang berhak menerimanya), dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan 

operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Agar sistem 

dapat berjalan dengan baik, sangat dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang 

handal dalam bidangnya. 

Dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga yang menghimpun dana 

zakat maka muzakki akan memperhatikan SDM yang dimiliki oleh lembaga 

tersebut serta sistem akuntansi yang diterapkan sesuai PSAK yang telah 
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ditetapkan oleh IAI yaitu PSAK No.109 yang merupakan penyeragaman laporan 

keuangan yang digunakan oleh lembaga yang menghimpun dana zakat dan 

infak/sedekah (Henni Indrayani, 2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 109 mulai berlaku sejak 1 januari 2012 dalam tahap pengenalan 

menggantikan PSAK 45 (Sartika et al., 2021). PSAK ini mengikat untuk 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh 

pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang 

No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, Tingkat 

provinsi sampai dengan Tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang 

dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 

Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. 

Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 jika dilihat secara teoritis dapat 

mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, seberapa besar 

pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah terhadap kualitas laporan keuangan ini masih perlu ditinjau 

lebih jauh lagi untuk memahami kontribusi yang dihasilkan dari setiap sudut dan 

sisinya. 

BAZNAS yang berada di Provinsi Riau ialah bagian dari BAZNAS di 

Indonesia tepatnya di Provinsi Riau merupakan salah satu BAZNAS yang sudah 

memiliki laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, yang juga menerapkan 
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SIMBA dalam memaksimalkan pengelolaan ZIS. SIMBA diterapkan di Baznas 

Provinsi Riau pada tahun 2016, namun dipergunakan secara optimal tahun 2017. 

Baznas Provinsi Riau sepenuhnya sudah menerapkan PSAK 109 secara maksimal. 

Dan berdasarkan wawancara Bersama bapak Ferdiansyah, SE bahwasannya 

Baznas Provinsi Riau juga sudah menerapkan PSAK 109 yang terbaru namun ada 

perbedaan antara PSAK 109 yang lama dengan PSAK 109 yang baru yaitu 

terletak pada laporannya, Dimana PSAK 109 yang lama memiliki 5 jenis laporan 

yaitu (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset 

kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) sedangkan PSAK 

terbaru hanya memiliki 4 jenis laporan, diantaranya: (laporan posisi keuangan, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan). SIMBA 

Baznas Provinsi Riau memberikan manfaat dalam pengelolaan zakat melalui 

berbagai fitur dan fungsi. SIMBA merupakan Sistem Manajemen Informasi 

Baznas yang digunakan untuk pengelolaan zakat. Beberapa manfaatnya antara 

lain adalah meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kemiskinan sosial. 

Selain itu, SIMBA juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. 

Dengan fitur pencetakan pelaporan yang mencakup berbagai jenis laporan, 

SIMBA memungkinkan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat diakses 

oleh siapa saja. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2022 

Dengan Angka Pembanding Tahun 2021 

Tahun Dana Zakat Dana 

Infak/Sedekah 

Total ZIS Targes ZIS 

2021 Rp 15.789.022.086 Rp 524.034.071 Rp 16.313.056.157 Rp 16.000.000.000 

2022 Rp 38.742.032.078 Rp 537.471.318 Rp 39.279.503.396 Rp 35.431.000.000 

Sumber: www.baznas.go.id 

      Dari tabel 1.1 di atas bisa diketahui bahwasannya kenaikan total penerimaan 

dana ZIS di BAZNAS Provinsi Riau tampak meningkat tiap tahun jumlahnya 

tidak signifikan (Ridhotul Khafshoh Islami, 2023). Peningkatan total dana ZIS 

paling tinggi baru terjadi di tahun 2022 dengan selisih kurang lebih 23 Miliar 

rupiah dari tahun sebelumnya. Penerimaan dana ZIS yang konsisten selalu 

meningkat setiap tahun ini, secara tidak langsung dapat menggambarkan bahwa 

penerapan SIMBA dapat memengaruhi total pendapatan dana ZIS di BAZNAS 

Provinsi Riau.  

      Kehadiran teknologi SIMBA sangat memudahkan BAZNAS Provinsi Riau 

untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Proses pengelolaan 

menjadi lebih serba digital karena sudah terkomputerisasi. Meski demikian, bukan 

berarti sama sekali tidak ada kendala dalam pelaksanaan SIMBA. Munculnya 

permasalahan teknis yaitu sistem error seperti bug atau trouble (kesalahan) pada 

SIMBA masih cukup sering terjadi. Kendala tersebut seringkali bersumber dari 

pusat. Selain itu, peningkatan dana ZIS yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

kualitas pengelolaan dan distribusi dapat mengurangi akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana ZIS. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan 

http://www.baznas.go.id/
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optimalisasi fitur-fitur SIMBA guna memenuhi kebutuhan pengelolaan ZIS 

yang terus meningkat. Dengan demikian pengelolaan dana ZIS dapat lebih efektif 

dan efisien.  

      Kendala lain yang dihadapi operator SIMBA pada BAZNAS Provinsi Riau 

dalam menggunakan aplikasi ini, yaitu keterbatasan skill teknologi informasi (TI) 

dari para pengelola Baznas Provinsi Riau merupakan tantangan tersendiri bagi 

pengelola Baznas Provinsi Riau dalam menerapkan aplikasi SIMBA ini. Oleh 

sebab itu, perlu adanya evaluasi terhadap penerapan SIMBA pada BAZNAS 

Provinsi Riau, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat 

dalam bentuk pelaporan yang dihasilkan oleh BAZNAS (Djamil, 2023). 

      Penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun 

demikian, ada keragaman dan perbedaan dalam hasil penelitian ini.  Dalam 

penelitian yang berjudul ”Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi 

Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) dalam Pengelolaan Zakat pada 

Baznas Provinsi Sumatera Utara” yang dilaksanakan oleh (Marliyah & Andriani, 

2022). Ditemukan bahwa penerapan aplikasi SIMBA pada BAZNAS Provinsi 

Sumut dalam pengelolaan zakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 

Faktor pendukung dalam optimalisasi penerapan aplikasi simba dalam 

pengelolaan zakat pada BAZNAS Prov Sumut seperti, kualitas SDM di bidang IT, 

jaringan internet serta laptop dan komputer. Selain itu, faktor penghambat berasal 

dari pihak internal maupun eksternal. 

      (Ridhotul Khafshoh Islami, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektivitas Penerapan SIMBA Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di 
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BAZNAS Kabupaten Gresik”. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 

indikator pendekatan sumber masih kurang efektif karena spesifikasi komputer 

yang digunakan untuk bidang pendistribusian masih belum kompatibel. Selain itu, 

permasalahan gangguan jaringan internet masih menjadi permasalahan untuk 

operator SiMBA. Indikator lainnya yaitu pendekatan proses dan pendekatan 

sasaran dinilai sudah efektif untuk penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat, 

infak, dan sedekah. Demikian maka, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan SiMBA dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS 

Kabupaten Gresik sudah efektif. 

      Penelitian yang dilakukan oleh (Mukarromah, 2023) yang berjudul “Dampak 

Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Akuntanbilitas 

Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo”. Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dari 

rancangan penelitian ini dapat menghasilkan bahwa imbas Implikasi Sistem 

Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap pengelolaan zakat di 

BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya berpengaruh. Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implikasi SIMBA 

berdampak pada penghimpunan zakat sebesar 21,1% dan penyaluran zakat 

sebesar 16,2%, sedangkan selebihnya mempengaruhi variabel lain sebesar 62,7%. 

      Di samping itu, (Nawawi & Maudy, 2019) penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (Simba) 

Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor”. dari hasil penelitian  dapat disimpulkan 

bahwa pelaporan keuangan masih belum sepenuhnya di terapkan pada aplikasi 
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SIMBA di BAZNAS Kota Bogor, sedangkan dalam pengumpulan dan 

pendistribusian sudah diterapkan dengan menggunakan aplikasi SIMBA. 

Diketahui aplikasi SIMBA memilki pengaruh terhadap pengumpulan zakat 

sebesar 20.4%, sedangkan pengaruh SIMBA terhadap variable pendistribusian 

sebesar 27.8% maksudnya berarti pengaruh ini sangat lemah. 

      Berdasarkan adanya fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Simba kemudian 

penyusun tuangkan dalam sebuah judul Implementasi Pengelolaan Zakat, 

Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian keterangan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi 

Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) Provinsi Riau? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengelolaan Zakat, 

Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitiannya sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui 

Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat, 

Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu 

pengetahuan kepada para akademisi yang membahas mengenai 

Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba 

Untuk Meningkatkan Akuntabilitas. 

b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur 

atau bahan informasi ilmiah dibidang metode pengelolaan zakat secara 

digital. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian untuk peneliti adalah sebagai bahan acuan 

memperdalam pengetahuan dan pemahaman Implementasi Pengelolaan 

Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, 
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dan diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengetahuan di 

penelitian berikut untuk hasil penelitian yang baik. 

b. Manfaat penelitian untuk mahasiswa/i yaitu sebagai sumber informasi, 

bahan pertimbangan dan acuan dalam mengetahui Implementasi 

Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk 

Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 

Provinsi Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

      Dalam penelitian ini teknik sitematika penulisannya ialah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam Bab II memuat landasan teori berupa teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti: Pengertian Zakat, 

Infak/Sedekah, Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA), 

Akuntabilitas, dan Standar Akuntansi PSAK 409. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III ini memuat tentang Jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode 

pengolahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada Bab ini memuat deskripsi singkat lokasi penelitian, visi dan 

misi instansi, serta struktur organisasi instansi dan membahas 

tentang hasil penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan 

Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk 

Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) Provinsi Riau. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian 

ini
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah 

2.1.1 Zakat 

         Ditinjau aspek kebahasaan, kata zakat punya beberapa arti, ialah al-barakatu 

(berkah), dan al-namaa (pertumbuhan) dan (perkembangan), at-thaharatu 

(kemurnian), dan as-shalahu (ketertiban). Jika kita melihat dari istilah zakat, maka 

zakat adalah perbuatan diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang 

dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan ke orang yang 

berhak menerimanya (Gusman & Sujana, 2021). Namun secara istilah zakat ialah 

harta wajib diberikan ke kelompok yang telah ditentukan. Menurut Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan 

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

Seseorang mempunyai harta perhitungannya sudah mencapai hisab, haul, sah 

wajib mengeluarkan zakat (Kurnianingsish, 2022). 

         Kata zakat berawal dari zaka, berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. 

Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-qur’an adalah “suci dari 

dosa”. pengertian ini dikaitkan harta berdasarkan ajaran Islam, harta yang dizakati 

itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Di segi fikih, 

zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada 

orang – orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu 

sendiri. Keterkaitan makna zakat menurut bahasa dan dengan makna menurut 
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istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya 

akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Suryadi 

& Rimet, 2023). Kata zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Zakat 

ialah satu bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi aghniya (orang kaya) apabila 

hartanya mencapai batas minimum dan jangka waktu satu tahun. Tujuannya 

adalah untuk menerapkan keadilan yang setara dalam perekonomian. Karena 

zakat merupakan satu aset lembaga ekonomi Islam, maka zakat dapat menjadi 

sumber daya strategis untuk cara peningkatan kesejahteraan umat. 

         Zakat ialah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi 

penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayar zakat ialah wajib tiap 

muslim/Muslimah yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Zakat juga 

dicantumkan di dalam Al-qur’an, yang dijelaskan dengan ayat dibawah ini: 

لٰىجََ وَاقَيِْمُىا كٰىجََالزََّ وَاٰتىُا الصَّ  َ ۗ مُىْا وَمَا  هَْ لِِوَْفسُِكُمَْ تقُدَِّ َِ عِىْدََ تجَِدُوْيَُ خَيْزَ  مِّ
ۗ َ اّللٰ ََ انََِّ 

 تَصِيْزَ  تعَْمَلىُْنََ تمَِا اّللٰ

wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimụ li`anfusikum min khairin 

tajidụhu 'indallāh, innallāha bimā ta'malụna baṣīr 

Yang artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala 

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) 

di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Baqarah: 110). 

         Dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah SWT memerintahkan pada orang-

orang beriman menunaikan shalat dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Selain 

itu, Allah SWT menginstruksikan umatnya memberikan zakat ke orang yang tidak 

layak (kurang mampu) atau yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. 
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Allah SWT akan membalas semua perbuatan baik nantinya di akhirat kelak. Tidak 

ada satupun amalan dari orang-orang tersebut yang tidak dilihat oleh Allah SWT, 

dan setiap amalan mereka lakukan pasti ada pahalanya. 

2.1.2 Rukun Zakat 

   Rukun zakat ialah mengeluarkan beberapa nishab (harta) dengan 

melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang 

fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada 

wakilnya, yaitu Imam atau orang lain. Yang tugasnya adalah mengumpulkan zakat 

(Suyadi et al., 2022). Dibawah ini termasuk rukun zakat adalah: 

a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik atas bagian-bagian wajib zakat 

b. Pengalihan sebagian harta dari pemilik harta ke penanggung jawab atau 

orang menangani zakat (amil zakat) 

c. Pemindahan Amil ke orang berhak atas harta zakat 

2.1.3 Syarat-syarat dalam zakat 

   Zakat mempunyai beberapa syarat dipenuhi menjadi seorang Muzaki (orang 

yang wajib mengeluarkan zakat) dan seorang Mustahik (penerima zakat). Syarat 

zakat adalah: 

a. Syarat- syarat menjadi Muzakki: Pertama, Merdeka. Zakat untuk hamba 

sahaya atau budak tidak wajib menurut pendapat para ulama.  Hal ini karena 

budak tidak mempunyai hak milik.  Kedua, Islam. Zakat dalam Islam 

merupakan perintah ibadah yang diwajibkan untuk dijalankan bagi setiap 

individu Muslim (Issn & Abdullah, 2022). 
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b. Syarat-syarat menjadi Mustahik Menunaikan zakat merupakan perintah yang 

diwajibkan untuk ditunaikan bagi setiap Muslim yang mampu 

menjalankannya ditinjau dari segi ekonomi. Akan tetapi, bagi individu umat 

Muslim yang tidak mampu dalam menunaikan zakat, dalam artian, tidak 

mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari- hari mereka, 

maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, justru mereke lah yang 

berhak untuk diberikan zakat. istilah Islam, mereka yang berhak menerima 

zakat terbagi menjadi beberapa kelompok (Issn & Abdullah, 2022), yaitu: 

a) Golongan Al- Fuqara (fakir/miskin), yaitu kelompok yang hidupnya 

sengsara atau orang yang tidak mempunyai harta, dan tenaga untuk 

bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang- 

orang yang termasuk kedalam golongan ini, merupakan golongan yang 

paling diutamakan dalam pemberian dan penerimaan zakat. 

b) Golongan Al-Masakin. Kelompok Al-Masakin merupakan kelompok yang 

tergolong masyarakat miskin. 

c) Golongan Al- Amilin. Kelompok Al-Amilin ialah orang tergolong 

golongan Amil zakat/panitia zakat, sebagai pihak dipercaya 

mengelompokkan zakat,menyalurkannya ke orang berhak menerima zakat. 

d) Golongan Al-Muallafah. Al-Mualalfah adalah ungkapan ditujukan ke 

mereka baru masuk Islam. 

e) Golongan Ar-Riqab. Al-Riqab disebut Hamba Sahaya ialah orang 

memerdekan diri dari perbudakan. 
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f) Golongan Al- Gharim. Al-Gharim adalah istilah Arab dipakai orang terlilit 

hutang, tidak mampu membayarnya 

g) Golongan Fi Sabilillah. Golongan ini merupakan pihak yang berjuang 

dijalan  

h) Golongan Ibn Sabil. Kelompok Ibnu Sabil adalah kaum musafir orang 

melakukan perjalanan tidak mempunyai harta benda 

Pembagian kategori tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Q.S At-Taubah 

ayat 60: 

دَقاَخَُ إوَِّمَا قاَبَِ وَفيِ قلُىُتهُمَُْ وَالْمُؤَلَّفحََِ عَليَْهاَ وَالْعَامِليِهََ وَالْمَسَاكِيهَِ للِْفقُزََاءَِ الصَّ َِ سَثيِلَِ وَفيِ وَالْغَارِمِيهََ الزِّ  وَاتْهَِ اللَّ

ثيِلَِ ۗ َ السَّ َِ مِهََ فزَِيضَح َ  ۗ َ اللَّ  َُ  حَكِيمَ  عَليِمَ  وَاللَّ

Innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu`allafati 

qulụbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīḍatam 

minallāh, wallāhu 'alīmun ḥakīm 

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan 

(yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha bijaksana.” 

      Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-

orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan 

di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. 
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2.1.4 Infaq 

Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta 

ataupun pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. 

Infaq tidak ditentukan besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh 

setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan rendah maupun tinggi, dalam 

keadaan sempit atau luas, dan diberikan kepada keluarga atau orang lain. Secara 

istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta secara sukarela untuk 

menjalankan kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum Infaq ialah 

sunnah yang dianjurkan atau sunah mu’akad (Kurnianingsish, 2022). 

Kata infaq ialah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq 

merupakan mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiqu–infâq [an]. Kata anfaqa 

adalah kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuqu–nafâq[an] yang artinya: nafada 

(habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja 

(keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), 

ifnâ’(pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau 

ikhrâj (pengeluaran). Infak, juga dijelaskan dalam Al-qur’an surah Al-Baqarah 

ayat 195, ialah yang berbunyi: 

َِ سَثيِلَِ فيِ وَأوَْفقِىُا ۗ َ التَّهْلكَُحَِ إلِىَ تأِيَْدِيكُمَْ تلُْقىُا وَلََِ اللَّ ۗ َ وَأحَْسِىىُا  ََ إنََِّ   الْمُحْسِىيِهََ يحُِةَ  اللَّ

Wa anfiqụ fī sabīlillāhi wa lā tulqụ bi`aidīkum ilat-tahlukati wa aḥsinụ, innallāha 

yuḥibbul-muḥsinīn 

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah:195). 
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Secara singkat Imam As-Suyuthi dalam Tafsirul Jalalain menggambarkan 

makna ayat di atas adalah perintah berinfak di jalan Allah, artian kita mentaati 

dalam berjihad maupun dalam urusan lainnya. Selain itu, ayat di atas mengandung 

peringatan melakukan “ihsan” dalam membelanjakan uangnya untuk umat Islam 

dan tidak terjerumus ke dalam kehancuran, menahan diri untuk tidak 

mengeluarkan uang untuk berjihad atau bahkan meninggalkan apa yang dapat 

memperkuat musuh.  Imam Ahmad As-Shawi dalam Hasyiyah-nya memberi 

catatan bahwa maksud dari infak di atas bukan hanya untuk penggunaan harta 

saja. Namun juga berinfak, menggunakan tenaga dan pikiran untuk taat ke Allah. 

Secara terminologi infaq berarti mengeluarkan harta karena taat, patuh dan 

cinta kepada Allah swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas nikmat serta 

rezeki yang telah dianugerahkan Allah swt kepada dirinya (Melis et al., 2020). 

Menurut UU 23 Tahun 2011 (Graham & Craig B. Fryhl, 2011) Infak ialah harta 

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk 

kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah merupakan harta atau non-harta yang 

sengaja dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk 

kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama 

dengan infaq, baik yang ditentukan penggunannya maupun yang tidak ditentukan. 

Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 

Infaq/sedekah merupakan harta yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, 

baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi (tidak ditentukan). 

Karakter infak dan sedekah ialah sunnah, sehingga pengeluarannyanya lebih 
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bersifat sukarela, ialah wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap 

nikmat Allah dilimpahkan kepadanya. 

2.1.5    Sedekah 

Selain infaq, perintah berbuat baik ajaran Islam dikenal istilah sedekah. 

Sedekah berasal dari kata sadaqa atau sidqun yang artinya jujur dan benar. Hal Ini 

memperlihatkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bukti kejujuran 

dan kebenaran dalam berimannya seseorang. Dalam Islam, sedekah tidak hanya 

mencakup pemberian materi pada orang lain tapi lebih luas daripada itu, karena 

sedekah mencakup semua perbuatan baik, baik materi maupun non materi. 

Bersedekah diperbolehkan kapan saja, bersifat sukarela dan tidak terikat pada 

biaya-biaya tertentu (Kasanah, 2021). Menurut terminologi syariat, pengertian 

sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-

ketentuannya. Infaq mengacu pada hal-hal bersifat materi, maka sedekah 

mempunyai arti yang lebih luas, termasuk hal yang tidak berwujud atau non 

materiil. 

Sedekah ialah pembagian harta benda kepada fakir miskin, orang yang 

membutuhkan, atau pihak - pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa 

disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan pun dan berapapun 

totalnya (Andriana & Sayidah, 2008). 

Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat (at-tatawwu) 

atau sedekah spontan dan sukarela, mempunyai pengertian yang sama dengan 

infaq. Mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah? 
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Karena banyak sekali manfaat bersedekah. Allah memberikan ganjaran dan 

mencintai orang-orang yang peduli terhadap orang lain (Maulana et al., 2021). 

Allah SWT berfirman: 

قيِهََ إنََِّ دِّ قاَخَِ الْمُصَّ دِّ ََ وَأقَْزَضُىا وَالْمُصَّ ا اللَّ  كَزِيمَ  أجَْزَ  وَلهَمَُْ لهَمَُْ يضَُاعَفَُ حَسَى ا قزَْض 

Innal-muṣṣaddiqīna wal-muṣṣaddiqāti wa aqraḍullāha qarḍan ḥasanay yuḍā'afu 

lahum wa lahum ajrung karīm 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) 

baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah peinjaman 

yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan 

bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. Al hadid: 18). 

Beramal tidak mengenal waktu. Dengan kata lain, anda tidak boleh 

menunggu sampai anda kaya atau sukses karena Anda akan menyesal di kemudian 

hari ketika ajal datang. 

Bentuk kata sedekah dalam kekayaan artinya dizakatkan dan bentuk kata 

ashdaqa kepada perempuan berarti membayar mahar perempuan tersebut. Dan 

diungkapkan semua dengan kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan 

perbuatan menyedekahkan itu. Orang yang mempunyai keyakinan akan akhirat 

yang menjadi tujuan, maka ia tentu tak segan-segan mengorbankan apa yang 

diperolehnya di dunia untuk tujuan akhirat sebagai bukti pembenaran dan 

keyakinan tersebut. Orang yang mau bersedekah ialah orang yang beriman dengan 

benar. 
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2.1.6   Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah 

Pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan 

perubahan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ini mencapai 

puncaknya tahun 1999 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang 

disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pada masa ini 

muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan, ialah: 1) Dompet 

Duafa, 2) Yayasan Dana Sosial al-Falah, 3) Yayasan Amanah Takaful, 4) LAZ 

Persatuan Islam (PERSIS), 5) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 6) 

Yayasan Baitul Maal Muamalat, 7) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) 

PT BNI (Persero) Tbk, 8) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), 9) LAZ Yayasan 

Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 10) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, 11) 

LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 12) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT), 13) LAZIS Muhammadiyah, 14) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), 

15) LAZ Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ), 16) LAZ Ikatan 

Persaudaraan Haji (IPHI), 17) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid 

(DPUDT), dan 18) LAZ Nahdlatul Ulama (NU) (Zahroh & Harkaneri, 2020). 

Tujuan pengelolaan zakat diatur pada UU No. 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat pasal 3, yaitu (Graham & Craig B. Fryhl, 2011): 

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat; dan 

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan mengentaskan kemiskinan. 



24 

 

 
 

Dasar hukum pengelolaan zakat telah diatur dalam firman Allah SWT. 

Islam secara tegas jelas mengatur pengelolaan dana zakat, manajemen zakat yang 

ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat 

sebagai unit umat Islam (Marliyah & Andriani, 2022). Hal tersebut terdapat dalam 

Al- Qur’an bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah Saw untuk memungut 

zakat yang dijabarkan dalam Q.S At-Taubah ayat 103: 

يهِمَْ تطُهَِّزُهمَُْ صَدَقحَ َ أمَْىَالهِِمَْ مِهَْ خُذَْ ۗ َ عَليَْهِمَْ وَصَلَِّ تهِاَ وَتزَُكِّ ۗ َ لهَمَُْ سَكَهَ  صَلََتكَََ إنََِّ   َُ  عَليِمَ  سَمِيعَ  وَاللَّ

Khuż min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 

'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm 

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan 

membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu 

adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak 

masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, oleh karena 

masalah ketidaktahuan dan kurangnya akses terhadap pendidikan masih menjadi 

masalah utama yang perlu diatasi (Husein & Widiastuti, 2020). 

Untuk mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah, harus memenuhi azas 

sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan zakat sebagai berikut: 

a. Syariat Islam: Menurut ajaran Islam 

b. Amanah: Pengelola zakat, infaq dan sedekah bisa dipercaya 
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c. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan untuk 

memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik 

d. Keadilan: Pengelolaan zakat, infak, sedekah serta penyalurannya selalu 

dilaksanakan secara adil merata 

e. Kepastian hukum: Pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terdapat 

jaminan kepastian hukum untuk mustahik dan muzaki 

f. Terintegritas: Pengelolaan zakat, infak, sedekah dilakukan secara hierarkis 

dengan tujuan menaikkan penghimpunan, penyaluran, pemberdayaan 

g. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat bersifat akuntabel dan tersedia bagi 

masyarakat. 

Meningkatnya perkembangan industri dan kesejahteraan Masyarakat 

tentunya memperbesar peluang banyaknya masyarakat yang mampu dan sudah 

wajib mengeluarkan zakat atas hartanya, namun karena kurangnya informasi 

mengenai zakat dan ketidaktahuan warga tentang membayar zakat, maka 

diperlukan suatu badan atau lembaga untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat 

adalah suatu lembaga yang menghimpun dana zakat dari masyarakat yang ingin 

mengeluarkan zakatnya atas harta yang dimiliki (Yetti, 2017). Banyaknya data 

zakat yang harus di catat dari mulai pendaftaran, penerimaa1n dan penditribusian 

zakat sehingga mucul berbagai konflik seperti kehilangan data, maka perancangan 

sistem informasi pengelolaan zakat berbasis web salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan dan kelemahan dari proses pengelolaan zakat. Pada Website ini 

akan memunculkan informasi tentang zakat, layanan perhitungan zakat, layanan 

pembayaran zakat secara online dengan konfirmasi pembayarannya guna untuk 
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memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, dan dengan 

website ini memudahkan bagian keuangan dalam melaksanakan proses 

pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi agar 

tercapainya suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas 

pada Badan Amil zakat ini (Nawawi & Maudy, 2019). 

Menurut tujuan di atas, bisa dipahami tujuan pengelolaan zakat, infak, 

sedekah adalah kegiatan bertujuan meningkatkan efektivitas dana zakat, infak, 

sedekah, mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan keadilan sosial. Sedangkan 

hikmah zakat meliputi: 

a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran tangan dan mata para 

pencuri dan pendosa. 

b. Zakat adalah bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang yang 

membutuhkan bantuan. 

c. Zakat membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhtil. 

d. Zakat wajib hukumnya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta 

yang telah dititipkan kepada seseorang. 

2.2    Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) 

2.2.1 Pengertian SIMBA 

          Sistem Informasi Manajemen BAZNAS, atau dikenal dengan SIMBA, 

merupakan sistem yang mewakili kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat 

dan berfungsi sebagai koordinator zakat nasional di negara Indonesia. Sistem 

Informasi zakat merupakan sistem yang dibuat guna membantu dalam tugas-tugas 

administrasi zakat. Dari November 2011 hingga Januari 2012, Rencana TI 
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dibangun sebagai dasar untuk SIMBA. Teknologi, ruang lingkup, input, dan 

output digunakan untuk membangun desain dan sistem informasi di BAZNAS. 

Setelah itu, SIMBA mengembangkan metode operasional (SOP). Ke depan, 

diharapkan SIMBA dapat digunakan oleh BAZNAS sebagai sistem pelaporan 

zakat nasional dan operasional kelembagaan di seluruh Indonesia. Aplikasi Simba 

ini dikenalkan ke Baznas Kabupaten atau Provinsi/Kota pada tahun 2014, 

khususnya di Baznas Provinsi Riau SIMBA diterapkan pada tahun 2016 dan 

optimal dipergunakan tahun 2017 dengan cara Baznas pusat melakukan sosialisasi 

ke Baznas Kabupaten atau Provinsi/Kota. Aplikasi Simba dilengkapi dengan fitur 

pencetakan pelaporan yang berisi 88 jenis laporan dalam 5 kelompok besar, 

sehingga aplikasi Simba dapat digunakan oleh seluruh Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) diseluruh Nusantara. 

          SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen mempunyai dua sistem 

informasi yaitu, “pertama sistem informasi operasional (SIO) digunakan untuk 

mengelola informasi kas masuk dan kas keluar dalam operasional sehari hari. 

Dalam kas masuk terdapat beberapa operasi seperti menginput data base muzakki 

dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sedangkan kas keluar 

dipergunakan untuk menginput data base mustahik serta penyaluran dana zakat, 

infaq dan sedekah (ZIS) (Mualifah, 2023). Dalam hal ini, SIMBA berperan 

sebagai data base seperti profil muzakki dan asnaf, jumlah penghimpunan dana 

zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan jenis program penyaluran. Yang kedua adalah 

sistem informasi pelaporan (SIP) dipergunakan untuk memberikan suatu 
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informasi tentang pelaporan zakat seperti bukti setor zakat mulai dari registrasi 

sampai ke pembayaran. 

          Dalam pengelolaan zakat Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau 

dikenal dengan SIMBA meningkatkan efektivitas dan efesiensi secara Nasional. 

Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS di BAZNAS sedang mengembangkan 

sistem menggunakan media online seperti Aplikasi SIMBA. Dengan demikian, 

dengan adanya pemanfaatan media online BAZNAS juga sudah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran SIMBA bisa meningkatkan 

dan meyakini kepercayaan masyarakat dalam menggunakan media online sebab 

mempunyai pemanfaatan yang besar dalam kemudahan akses (Susilawati & 

Sunarto, 2020). 

          Aplikasi SIMBA diketahui dapat memberikan layanan pembayaran secara 

online, memberikan informasi terkait zakat serta layanan perhitungan zakat, 

dengan adanya pembayaran berbasis online bisa memudahkan muzakki dalam 

melaksanakan pembayaran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) tidak harus keluar 

rumah, dan aplikasi SIMBA juga mempermudah bagian keuangan dalam 

memproses penghimpunan dana ZIS, dengan adanya sistem ini penghimpunan 

dana ZIS bisa mewujudkan suatu kegiatan yang efesien dan efektif. sehingga, 

diketahui bahwa penggunaan aplikasi SIMBA menghasilkan berbagai jenis 

laporan seperti halnya dalam penghimpunan dana ZIS sehingga dapat dikelola 

dengan sebaik- baiknya. Tidak hanya itu saja, SIMBA membantu dan 

memfasilitasi pihak BAZNAS dalam penghimpunan dana ZIS. 



29 

 

 
 

2.2.2 Manfaat SIMBA 

   Manfaat SIMBA yaitu (Marliyah & Andriani, 2022): 

1. Kebijakan atau keputusan dapat diambil pada tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. 

2. Bisa dipakai sebagai alat monitoring atau evaluasi. 

3. Bisa dipakai sebagai alat tanggung jawab sosial untuk masyarakat 

(muzakki). 

4. Sebagai “marketing value” dalam meningkatkan kepercaan masyarakat. 

Zaman sekarang di mana semakin berkembangnya industri dan kesejahteraan 

masyarakat, tentu saja hal ini semakin membuka peluang untuk semakin banyak 

masyarakat yang mampu dan dan wajib menunaikan zakat hartanya. Namun 

karena minimnya informasi mengenai zakat dan rendahnya kesadaran masyarakat 

umum membayar zakat maka diperlukan suatu badan atau lembaga untuk 

mengelola zakat sekaligus fasilitas dan infrastruktur teknologi yang mendorong 

pengelolaan zakat. 

         Banyaknya data zakat ditulis dari pendaftaran, penerimaan, pendistribusian 

zakat memunculkan masalah ialah kehilangan data, maka perancangan sistem 

informasi pengelolaan zakat melalui aplikasi SIMBA adalah salah satu langkah 

untuk menyelesaikan permasalahan dan kelemahan dari proses pengelolaan zakat. 

Pada SIMBA ini akan menampilkan informasi tentang zakat, layanan perhitungan 

zakat, layanan pembayaran zakat secara online dengan konfirmasi pembayarannya 

berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, 

dan dengan aplikasi ini mempermudah bagian keuangan dalam melakukan proses 
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pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat tercapai 

suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas pada Lembaga 

pengelola zakat. 

          Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa SIMBA memiliki manfaat yaitu 

bisa memproduksi berbagai jenis laporan seperti, penghimpunan, pendistribusian, 

dan operasional zakat sehingga zakat, infak dan sedekah dapat dikelola dengan 

sangat baik. Laporan maupun rekaman pengeloaan zakat, infaq dan sedekah dapat 

diakses melalui media publikasi seperti website, gadget, muzaki corner, sosial 

media, pesan sms/mms, email, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi SIMBA, 

laporan keuangan dapat dibuat sebagai media tanggung jawab manajer amil zakat 

kepada stakeholder dan/atau muzakki. Dengan menggunakan aplikasi SIMBA, 

secara tidak langsung Lembaga pengelola zakat telah meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan sistem informasi pengelolaan zakat bagus 

bisa dijadikan sebagai indikator penilaian.  

2.2.3    Fitur SIMBA 

SIMBA ialah sistem informasi manajemen Zakat, Infaq dan sedekah yang 

dibuat oleh divisi biro TI BAZNAS Pusat. Kabupaten/Kota di Baznas 

membutuhkan sistem informasi ini untuk memudahkan pengelolaan zakat mulai 

dari pendataan mustahik dan muzakki, pengumpulan zakat, penyaluran, 

pendayaguaan, hingga pelaporan. Ekosistem  yang bisat dilihat dalam sistem 

informasi SIMBA diantaranya yaitu (Marliyah & Andriani, 2022): 

1. Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah 
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2. Pendistribusian dan penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah pencatatan 

aset (termasuk aset kelolaan) 

3. Mencetak bukti setor zakat untuk penerbitan kartu npwz 

4. Pengelolaan anggaran 

5. Mencetak jenis laporan yang telah terstandarisasi. 

Gambar 2.1 

Ekosistem IT zakat 

 

Sumber: www.baznas.go.id 

Dalam gambar 2.1, bisa dilihat ekosistem IT zakat yaitu: 

a. Muzakki bisa berasal dari dalam negri maupun dari luar negri. Menurut 

jenisnya muzakki terbagi atas 2 yaitu: (1) Muzakki individu atau 

perorangan dan, (2) Muzaki badan perusahaan. Pembayaran biasa 

dilaksanakan lewat bermacam teknologi, misal  ATM, EDC, pembayaran 

Online (E-Walet, E-Banking, dan Mobile Apps), tetapi muzakki juga bisa 
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melakukan pembayaran lewat payment point (sevel, indomart, dll, atau 

melakukan donasi langsung via teller. 

b. Data interchange yang dilakukan menggunakan teknologi Web Service 

yang berupa Application Programming Interface (API) yang merupakan 

komunikasi hots-to- hots. Proses ini bersifat sinkronisasi, sehingga 

informasi yang tersimpan SIMBAZNAS sesuai mutasi rekening bank. 

Prosesnya dimulai dari bank menerima donasi melalui sumber transaksi: 

1) Muzakki ialah orang yang membayarkan zakat 

2) Payment point merupakan layanan perbankan yang melayani 

masyarakat ingin melaksanakan pembayaran relatif rutin dengan nilai 

yang relatif kecil. misal pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. 

Payment poin juga disebut dengan rekening titipan dan diartikan 

sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk 

melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang 

memberikan amanat. 

3) Konter BAZNAS, pertukaran yang dilakukan antara aplikasi bank 

dengan SIMBAZNAS adalah menggunakan standar ISO 8583 agar 

terjamin sisi keamanan dalam transaksional kedua aplikasi ini. 

c. Mustahik penyaluran terhadap mustahik dapat dilakukan lewat 2 media 

yaitu, langsung dan via mitra USZ. Mustahik dan mitra USZ meneruskan 

data Mustahik ke BAZNAS untuk disimpan di SIMBAZNAS sebelum 

diberikan bantuan BANK. 
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d. Berbagai laporan dapat dihasilkan dalam SIMBAZNAS, yaitu laporan 

pengumpulan, pendistribusian, dan kegiatan. Laporan dapat diakses 

melalui alat penerbitan seperti website, website, gadget, muzaki, media 

sosial, SMS/MMS, email, dll. Laporan tersedia tidak hanya melalui 

pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui jurnal atau laporan tahunan. 

e. Eksteral stakeholder, masyarakat tokoh agama, dan profesional merupakan 

stakeholder yang akan menjadi audiens terhadap perkembangan dunia 

perzakatan nasional. DPR dan pemerintah dalam hal ini ialah presiden 

kementrian Agama sebagai penentu terhadap berbagai kebijakan untuk 

lembaga zakat nasional dan daerah sesuai dalam laporan yang disiapkan 

oleh aplikasi. Auditor yang menjadi salah satu tolak ukur bagi akutabilitas 

institusi. Institusi harus diaudit untuk (1) Syariah, (2) Manajemen, (3) 

Keuangan, dan (4) Kemananan Informasi (Ni’mah & Norwilistini, 2023). 

2.3       Akuntabilitas 

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas ialah 

mengenai hal-hal yang bertanggungjawab atau keadaan yang bisa dimintai 

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dinilai penting terutama organisasi nirlaba, 

karena organisasi nirlaba mementingkan kepentingan stakeholder, Dimana 

pengelolan harus memiliki tanggung jawab dan mereka harus meyakinkan bahwa 

mereka adalah pihak yang tepat untuk dipercaya (Muchtamarini & Jalaluddin, 

2020). 

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 
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menjawab dan menjelaskan perbuatan dan perbuatan seseorang/badan 

hukum/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang 

meminta pertanggungjawaban. Menurut (Nurhasanah, 2018), akuntabilitas 

merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang berimplikasi pada 

terwujudnya kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggung jawab 

atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Akuntabilitas 

merupakan kewajiban setiap lembaga pengelola bantuan kemanusiaan, baik 

pemerintah maupun lembaga lain, seperti BAZNAS, media massa, lembaga 

pendidikan, perusahaan dan organisasi keagamaan. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban menyerahkan 

pertanggungjawaban, menyajikan, menyampaikan semua aktivitas dan perbuatan 

menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Asniati, Saiful 

Muchlis, 2018). 

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pihak yang diberi keyakinan kepada 

pihak yang memberi keyakinan atas pengelolaan sumber daya, baik secara vertikal 

maupun horizontal, dengan cara menyampaikan hasilnya kepada publik secara 

terbuka atau transparan (Leny Nofianti et al., 2015). Masyarakat sebagai donator 

dan penerima ZIS juga membutuhkan akuntabilitas dari pihak lembaga dalam 

bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan diaudit sebagai akuntabilitas 

finansial. bukan hanya terkait finansial, akuntabilitas juga memastikan bahwa 
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proses penyaluran ZIS telah sesuai dengan syariat dan prosedur, sehingga dengan 

tepat menyasar pada penerima ZIS yang benar-benar membutuhkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran ZIS bukan hanya kepada 

stakeholders, namun juga kepada Allah SWT (Iqbal et al., 2022). 

Dalam organisasi pengelola zakat, akuntabilitas bisa diwujudkan mencatat 

setiap kegiatan pengelolaan dana zakat, seperti memberikan bukti transaksi dan 

menghadirkan saksi pada saat proses pencatatan, serta bisa diartikan menciptakan 

kepercayaan, kepatuhan dan keadilan dalam pencatatan dan menghadirkan saksi 

merupakan pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan 

dalam penetapan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara manusia serta 

menyiapkan informasi yang akurat cepat dan otentik. 

Akuntabilitas SIMBA merujuk pada kemampuan sistem ini untuk 

memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan 

terkait dengan kegiatan, keuangan, dan kinerja suatu badan atau unit organisasi. 

Ini mencakup pemantauan dan pelaporan efektivitas organisasi, alokasi sumber 

daya, dan pencapaian tujuan. SIMBA bertanggung jawab dalam menyediakan data 

yang mendukung pengambilan keputusan yang baik dan transparansi dalam 

operasi organisasi. 

Dengan kata lain, akuntabilitas SIMBA menegaskan pentingnya sistem ini 

dalam menyelenggarakan informasi yang dapat diandalkan dan terukur untuk 

mengevaluasi kinerja dan keberhasilan organisasi. 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, 

pertanggungjawaban perwujudan asas akuntabilitas berupa penyusunan dan 
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penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Indikator dari Akuntabilitas ialah: 

(1) Dalam segala kegiatan, memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan 

umat, (2) Kegiatan organisasi diselenggarakan secara adil, (3) Kegiatan organisasi 

tidak merugikan lingkungan sekitar. (4) Pengelolaan zakatnya menurut syariat 

ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Trisnaningtyas et al., 2020). Ada tiga 

indikator untuk mengukur akuntabilitas menurut Novitasari, yaitu terdapat 

kesesuaian antara pelaksanaan dan standar pelaksanaan prosedur, artinya dalam 

hal ini berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan dana 

yang dialokasikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna 

mencapai dan mewujudkan akuntabilitas anggaran yang diharapkan, kemudian 

ada sanksi yang ditetapkan untuk kesalahan dan kelalaian artinya sanksi adalah 

tindakan yang diberikan kepada individu, organisasi pemerintah dan lembaga 

yang diketahui telah/melakukan tindakan dan tindakan yang menyimpang dalam 

menggunakan keuangan, yang terakhir ada keluaran dan hasil yang terukur dan 

sesuai dengan kriteria. untuk mengukur keluaran (output) yang berhubungan 

dengan akuntabilitas yaitu memiliki program yang telah dicapai, artinya setiap 

unsur yang menggunakan APBN dan keuangan harus memiliki program yang 

harus dicapai, yaitu tersedianya informasi yang jelas untuk itu masyarakat tentang 

itu alokasi dari desa dana. Adapun untuk mengukur indikator outcome dalam 

akuntabilitas adalah pencapaian sasaran dan tujuan, dalam hal ini pencapaian 

sasaran dan tujuan program yang menggunakan alokasi dana kemudian kepuasan 

masyarakat dan yang terakhir adalah dampak program bagi kesejahteraan 

masyarakat (Iis Setiayani, Nur Eka Setyowati, 2022). 
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Menurut (Ndiki, 2016), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai 

berikut: a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b) Harus ada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya konsisten 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Harus dapat 

menunjukkan Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai atur; d) 

Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

diperoleh; e) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif. 

Mahmudi (2016) berpendapat bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, 

yaitu: 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and 

legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan kewajiban 

lembaga publik bertindak jujur pekerjaannya mematuhi peraturan hukum 

berlaku. Penggunaan dana masyarakat harus dilaksanakan benar dan 

diperbolehkan. 

2. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability). Akuntabilitas 

manajerial merupakan tanggung jawab lembaga publik mengatur 

organisasi secara efektif efisien. Tanggung jawab bisa sebagai 

akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi dalam 

organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga terkait tidak 

seharusnya menjadi tanggung jawab costumernya.  

3. Akuntabilitas Program (program accountability). Akuntabilitas program 

berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat 



38 

 

 
 

dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya 

yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan 

program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata 

lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi 

dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.  

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan 

terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-

kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus 

dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu 

diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana 

yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) 

atas kebijakan tersebut.  

5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability). Akuntabilitas finansial 

merupakan kewajiban lembaga publik memakai uang publik (money 

public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan 

kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada 

ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangatlah penting 

karena pengelolaan keuangan negara merupakan urusan terpenting warga 

negara. 
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2.4  Standar Akuntansi: PSAK 409 

PSAK 409 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah di Indonesia. 

Diterbitkan pada tahun 2024 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2024. Selain 

itu implementasi PSAK 409 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi 

Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh 

Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Yamani 

& Zahra L, 2023).  

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan 

Sedekah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ruang lingkupnya 

diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. 

Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah yang bukan amil yang 

menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Berikut isi dari Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 409 tentang Akuntansi 

Zakat, Infak, dan Sedekah adalah: 

2.4.1  Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah 

 Penerimaan Zakat 

  Kas/ Zakat  Yang Diterima  Xxx 

  Penerimaan dana zakat    Xxx 

 Penyaluran Zakat 

   Penyaluran dana zakat  Xxx 



40 

 

 
 

   Kas       Xxx 

 Beban Administrasi Zakat 

   Beban Administrasi Zakat  Xxx 

   kas        xxx 

a. Pengakuan awal Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya 

diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :  

a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.  

b) Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset non-kas 

tersebut.  

Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. 

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai 

wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima 

diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-

amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masingmasing mustahiq 

ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika 

muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui 

amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika 

atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah 

dana amil. 

b. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat   

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 
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pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 

a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil  

b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

c. Penyaluran Zakat Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai      

pengurang dana zakat sebesar:  

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas . 

b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non-kas. 

  d. Pengakuan Awal Infak dan Sedekah  

          Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau      

terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:  

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas  

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.  

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar 

untuk aset non-kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam 

PSAK yang relevan.  

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil 

dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah 

atau persentase bagian untuk para penerima 19 infak/sedekah ditentukan oleh amil 

sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 

e.    Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
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   Infak dan Sedekah Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau 

aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak 

lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar 

nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. 

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah 

terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh 

pemberi.  

  Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi 

untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat 

berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur 

ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset non-kas lancar dinilai sebesar 

nilai perolehan sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar 

sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak 

lancar diakui sebagai:  

a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh 

kelalaian amil  

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.  

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak 

lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan 

PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam 

jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana 

pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. 
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f.  Penyaluran Infak dan Sedekah Penyaluran dana infak/sedekah diakui 

sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:  

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.  

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang 

mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset 

infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada 

penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah 

bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah. 

g.  Dana Non-Halal  

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang 

berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi 

dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah 

karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-

halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-

halal disalurkan sesuai dengan syariah.  

2.4.2 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah  

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana 

non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).  

2.4.3 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah  

1) Zakat  
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Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 

tetapi tidak terbatas pada:  

a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, 

dan penerima 

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas  

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi 

kebijakan  

c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 

berupa aset non-kas  

d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq  

e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi; sifat  hubungan 

istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan.  

2) Infak dan Sedekah  

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:  

a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan  

infak/sedekah berupa aset non-kas  

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan 

infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi 

kebijakan  

c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan penerima  
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d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 

dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan  jumlah dan 

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah  selama periode 

pelaporan serta alasannya 

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf 

diungkapkan secara terpisah  

f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan 

bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh 

penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya  

g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah 

beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima 

infak/sedekah  

h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak 

terikat 

i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah 

j) Sifat hubungan istimewa  

k) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan  

l) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 

periode.  

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan 

hal-hal berikut:  

a) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan 

atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya  
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b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak.  

2.4.4 Komponen Laporan Keuangan  

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:  

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)  

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi 

tidak terbatas.  

Aset; (a) kas dan setara kas (b) instrumen keuangan (c) piutang (d) aset 

tetap dan akumulasi penyusutan. Kewajiban; (e) biaya yang masih harus dibayar 

(f) kewajiban imbalan kerja. Saldo dana; (h) dana infak/sedekah (i) dana amil (j) 

dana (Laporan & Syariah, n.d.) 

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset  

 

Aset lancar  

Kas dan setara kas 

Instrumen Keuangan 

Piutang  

 

 

 

 

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

 

 

 

 

 

Kewajiban  

 

 

Kewajiban jangka pendek 

Biaya yang masih harus 

dibayar  

 

 

 

Kewajiban jangka panjang 

 

 

 

 

Xxx 
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Aset tidak lancar Aset 

tetap Akumulasi 

penyusutan 

Xxx 

(xxx) 

Imbalan kerja jangka 

panjang  

 

Jumlah kewajiban 

 

Saldo dana  

Dana zakat  

Dana infak dan sedekah 

Dana amil  

Dana non-halal  

Jumlah dana  

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Jumlah aset Xxx Jumlah kewajiban dan 

saldo dana  

Xxx 

Sumber : PSAK 401 

 

2) Laporan aktivitas 

Amil menyajikan laporan perubahaan dana zakat, dana infak/ sedekah, dan 

dana amil. 

Tabel 2.2 Laporan Aktivitas 

LAPORAN AKTIVITAS 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1 

DANA ZAKAT 

Penghasilan 

Penerimaan zakat dari muzakki 
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Pribadi                                                                            xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Perusahaan                                                                     xxx 

Dampak pengukuran ulang aset zakat 

Beban 

Amil                                                                                          (xxx)                                                                                                                       

Fakir                                                                                          (xxx) 

Miskin                                                                                       (xxx) 

Riqab                                                                                         (xxx) 

Ghorim                                                                                      (xxx) 

Muallaf                                                                                      (xxx)                                                                                 

Fisabilillah                                                                                 (xxx) 

Ibnu sabil                                                                                   (xxx)                                                                                                                                                                                             

Surplus (defisit)                                                                        xxx  

Saldo awal                                                                                 xxx                                                                                                             

Saldo akhir                                                                                xxx 

 

DANA INFAK DAN SEDEKAH  

Penghasilan 

Infak dan sedekah tanpa pembatasan                                         xxx 

Infak dan sedekah dengan pembatasan                                      xxx 

Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah                   xxx 

Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah                                  xxx 

Beban 
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Infak dan sedekah tanpa pembatasan  

Amil                                                                               xxx 

Penerima manfaat                                                          xxx 

Infak dan sedekah dengan pembatasan  

Amil                                                                               xxx 

Penerima manfaat                                                          xxx 

Surplus (defisit )                                                                       xxx 

Saldo awal                                                                                 xxx 

Saldo akhir                                                                                xxx 

 

DANA AMIL  

Penghasilan  

Bagian amil dari penerimaan zakat                                            xxx 

Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah                        xxx                      

Penghasilan lain                                                                          xxx 

Beban 

Behan pegawai                                                                            (xxx) 

Beban lain                                                                                    (xxx) 

Surplus (defisit )                                                                            xxx 

Saldo awal                                                                                     xxx 

Saldo akhir                                                                                     xxx 

 

Jumlah Dana Zakat, Dalla infak dan Sedekah, dan dana amil     xxx 
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Sumber: PSAK 401 

3) Laporan Arus Kas 

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 

Arus Kas dan PSAK yang relevan.  

4) Catatan atas Laporan Keuangan  

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 401: 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 

NO 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Pembahasan 

1 Marliyah, 

Fadilah 

Andriani 

Jurnal 

Akuntansi, 

Manajemen 

dan Bisnis 

Digital, Vol. 1 

No. 2 Juli 2022 

Optimalisasi 

Penerapan Teknologi 

Melalui Aplikasi 

Sistem Manajemen 

Informasi Baznas 

(Simba) dalam 

Pengelolaan Zakat 

pada Baznas Provinsi 

Sumatera Utara 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan aplikasi 

SIMBA pada BAZNAS Provinsi 

Sumut dalam pengelolaan zakat 

belum sepenuhnya berjalan 

secara optimal. Faktor 

pendukung dalam optimalisasi 

penerapan aplikasi simba dalam 

pengelolaan zakat pada 

BAZNAS Prov Sumut seperti, 

kualitas SDM di bidang IT, 

jaringan internet serta laptop dan 

komputer. Selain itu, faktor 

penghambat berasal dari pihak 

internal maupun eksternal. 
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2 Ridhotul 

Khafshoh 

Islami, Ananta 

Prathama 

Volume 5. No. 3 

Agustus 2023 

Efektivitas Penerapan 

SIMBA Dalam 

Pengelolaan Zakat, 

Infak, Dan Sedekah 

Di 

BAZNAS Kabupaten 

Gresik 

Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa indikator 

pendekatan sumber masih 

kurang efektif karena spesifikasi 

komputer yang digunakan untuk 

bidang pendistribusian masih 

belum kompatibel. Selain itu, 

permasalahan gangguan jaringan 

internet masih menjadi momok 

bagi operator SiMBA. Indikator 

lainnya yaitu pendekatan proses 

dan pendekatan sasaran dinilai 

sudah efektif untuk penerapan 

SiMBA dalam pengelolaan 

zakat, infak, dan sedekah. 

Demikian maka, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa Penerapan SiMBA dalam 

Pengelolaan Zakat, Infak, dan 

Sedekah di BAZNAS Kabupaten 

Gresik sudah efektif. 

3 witri Aulia 

maudy, Kholil 

Nawawi 

Jil. 10 No.2 

(2019) 

Pengaruh 

Implementasi Sistem 

Informasi Manajemen 

Zakat Baznas (Simba) 

Terhadap Pengelolaan 

Zakat Kota Bogor 

Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam 

pembuatan laporan keuangan 

masih belum sepenuhnya di 

implementasikan di aplikasi 

SIMBA pada BAZNAS Kota 

Bogor, sedangkan dalam 

pengumpulan dan 

pendistribusian sudah diterapkan 

dengan menggunakan aplikasi 
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SIMBA. Diketahui aplikasi 

SIMBA memilki pengaruh 

terhadap pengumpulan zakat 

sebesar 20.4%, sedangkan 

pengaruh SIMBA terhadap 

variable pendistribusian sebesar 

27.8% artinya bahwa pengaruh 

ini sangat lemah. 

4 Rani Rahmat, 

Anantawikrama 

Tungga 

Atmaja, Ni Luh 

Gede 

Sulindawati. 

e-Journal S1 

Ak (Vol: 7 No: 

1 Tahun 2017) 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Zakat, 

Infaq, Shadaqah 

(Studi Kasus Pada 

Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten 

Buleleng) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa akuntabilitas ZIS yang 

dikelola BAZ Kabupaten 

Buleleng dapat dikaji dalam 

perspektif internal dan eksternal 

organisasi pengelola ZIS (Zakat, 

Infaq, Shadaqah). Dalam 

perspektif organisasi eksternal, 

akuntabilitas ditujukan kepada 

pegawai dan pemerintah daerah 

(Bupati dan Badan Legislatif 

Daerah) sebagai pemangku 

kepentingan BAZ. Akuntabilitas 

pengelolaan ZIS dalam 

perspektif organisasi eksternal 

ditujukan kepada pemangku 

kepentingan BAZ lainnya seperti 

muzakki dan mustahik. 

5 Imroatul 

Mualifah, 

Trisnia Widuri, 

Umi Nadhiroh 

Analisis Penggunaan 

Sistem Informasi 

Manajemen Terhadap 

Efektivitas Pelaporan 

Sistem informasi manajemen 

Baznas Kota kediri berfungsi 

untuk mempermudah pelaporan 

dana ZIS pada Baznas pusat 
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Volume 01, 

Number 05, 

2023 

Dana Zis Pada Baznas 

Kota Kediri 

maupun Baznas kota Kediri. 

Terdapat berbagai macam fitur 

pada sistem informasi 

manajemen Baznas dan masing-

masing fitur tersebut memiliki 

fungsi yang berbeda-beda. 

Dalam melakukan pembuatan 

laporan keuangan dengan 

menggunakan SIMBA yaitu 

dengan memasukkan data pada 

SIMBA, setelah SIMBA 

memproses data tersebut, secara 

otomatis laporan keuangan telah 

dibuat dan sesuai dengan PSAK 

(Pernyataan Standart Akuntansi 

Keuangan). 

6 Lailatul 

Mukarromah, 

Cici Widya 

Prasetyandari, 

Mamluatun 

Ni’mah, & 

Nailin 

Nikmatul 

Maulidiyah. 

Volume 6 

Nomor 1, Mei 

2023 

Dampak Implikasi 

Sistem Informasi 

Manajemen Baznas 

(Simba) Pada 

Akuntanbilitas 

Pengelolaan Zakat Di 

Kabupaten 

Probolinggo. 

Sistem Informasi Manajemen 

BAZNAS (SIMBA), dari 

rancangan penelitian ini dapat 

menghasilkan bahwa dampak 

Implikasi Sistem Informasi 

Manajemen BAZNAS (SIMBA) 

terhadap pengelolaan zakat di 

BAZNAS Kabupaten 

Probolinggo belum sepenuhnya 

berpengaruh. Hal ini terlihat dari 

hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa implikasi 

SIMBA berdampak pada 

penghimpunan zakat sebesar 

21,1% dan pendisdistribusian 
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zakat sebesar 16,2%, sedangkan 

sisanya berdampak pada variabel 

lain sebesar 62,7%. 

7 Henny Triyana 

Hasibuan 

Jurnal Ilmu 

Manajemen 

dan Akuntansi 

Terapan 

(JIMAT) 

Volume 11 

Nomor 1, Mei 

2020 

Penerapan Akuntansi 

Zakat Dalam 

Meningkatkan 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Zakat, Infak 

Dan Sedekah 

Pada Baznas Provinsi 

Bali 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Baznas 

Provinsi Bali telah memenuhi 

PSAK No. 109. Penerimaan 

zakat, infak, dan sedekah dinilai 

pada saat penerimaan uang tunai 

atau harta lainnya. Zakat yang 

diterima, diakui sebagai dana 

amil dan non amil, penetapan 

persentase dana zakat yang 

diterima setiap mustahiq 

berdasarkan prinsip syariah 

adalah sebesar 12,5%. 

Penyaluran dana zakat, infak dan 

sedekah sebagai pengurang dana 

zakat, sedekah dan sedekah. 

Komponen laporan keuangan 

Baznas Bali adalah laporan 

posisi keuangan, laporan 

perubahan dana, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Tidak adanya laporan 

pengelolaan aset sesuai PSAK 

109 disebabkan Baznas Provinsi 

Bali tidak memiliki aset tetap, 

seluruh aset berupa aset lancar. 

Akuntabilitas tercermin dalam 

laporan keuangan yang telah 
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diaudit oleh auditor independen, 

sedangkan transparansi laporan 

keuangan tertuang dalam 

laporan berbentuk buletin yang 

diterbitkan secara berkala. 

8 Dewi Sartika, 

Nur Eliza, 

Andre Ilyas. 

Volume 23 No 

2, Juli 2021 

Penerapan PSAK NO. 

109 Tentang 

Akuntansi Zakat, 

Infaq/Sedekah 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Menggunakan 

Aplikasi SiMBA di 

Baznas Kota Padang 

Penerapan PSAK 109 

menggunakan aplikasi SiMBA 

yang telah dilakukan di 

BAZNAS Kota padang baik 

dengan persentase 85,18% 

dikeseluruhan paragraf yang 

dianalisis. Hanya saja masih ada 

beberapa kendala dihadapi oleh 

operator yaitu sering SiMBA 

melakukan upgrade sehingga 

sering terjadi eror dan bug dalam 

berbagai fitur yang terdapat 

didalamnya, sehingga membuat 

laporan keuangan yang 

dihasilkan dari aplikasi SiMBA 

masih belum akurat data yang 

ditampilkan. Dari analisis yang 

telah dilakukan terdapat 

penerapan yang belum sesuai 

dengan PSAK 109, hal ini 

dikarenakan BAZNAS Kota 

Padang masih banyak 

menggunakan bank 

konvensional dalam hal 

penerimaan. 
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9 Cici Wijayanti, 

Ahmad Roziq, 

Ririn 

Irmadariyan. 

e-Journal 

Ekonomi Bisnis 

dan Akuntansi, 

2020, Volume 

VII 

Penerimaan Pengguna 

Terhadap Sistem 

Informasi Manajemen 

BAZNAS dan 

Kesesuaian Dengan 

PSAK Nomor 109 

(Studi Kasus pada 

Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten 

Jember) 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa pengguna SIMBA di 

BAZNAS Kabupaten Jember 

mencerminkan faktor- 

faktor yang dibentuk oleh Davis 

dengan menduga terdapat dua 

faktor eksternal lainnya, yaitu 

pengetahuan dan keterampilan. 

SIMBA dari aspek pengakuan, 

penyajian, dan pengakuan telah 

sesuai dengan PSAK 109, 

kecuali dari pengungkapan tidak 

dapat menambah paragraf baru. 

10 Asrida, Atika 

Amor, Revi 

Candra. 

ZAWA: Jurnal 

Manajemen 

Zakat dan 

Wakaf Volume 

1, Nomor 2, 

Desember 2021 

Implementation Of 

BAZNAS Information 

Management System 

(SIMBA) At The 

Nasional Agency Of 

Zakat Amil In Tanah 

Datar Regency 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa BAZNAS Kabupaten 

Tanah Datar telah mulai 

menerapkan PSAK 109 melalui 

SIMBA sejak tahun 2016 dan 

baru maksimal pada tahun 2018. 

Dalam pelaksanaannya, kendala 

yang dihadapi oleh Operator 

SIMBA adalah kurangnya 

pemahaman operator terhadap 

akuntansi zakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

      Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan pendekatan menggunakan 

Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk 

menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu terkait 

dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan kata-kata (Irfan, 2015). 

Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diamati. 

Sedangkan metode penelitian kualitatif, adalah suatu metode penelitian sebagai 

suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahai suatu 

gejala sentral (Agustianti, Rifka, Pandriadi, 2022). Untuk mengerti gejala sentral 

tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang 

umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian 

dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dokumen, narasi 

dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab Bagaimana Implementasi 

Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. 

      Penelitian ini juga bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas 

dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap apa yang terjadi 

dilokasi penelitian yakni ditempat BAZNAS Provinsi Riau. 
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3.2 Lokasi Penelitian  

      Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di kantor Baznas 

Provinsi Riau Jl. Diponerogo No.29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota 

Pekanbaru, Riau 28156. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data 

sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data premier dan data 

sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari sumbernya dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, 

melalui wawancara Kabag Pengumpulan, Kabag Keuangan dan Pelaporan, Satuan 

Audit Internal, Ketua Pelaksana dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh 

peneliti.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan 

pengolaan data yang bersifat studi dokumentasi. Sumber data sekunder yaitu data 

yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan 

dengan aplikasi SIMBA, baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, 
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peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan berbagai 

macam hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena- fenomena 

yang di selidiki. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa observasi adalah 

suatu teknik pengamatan untuk mendapatkan dari fenomena-fenomena yang 

diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi digunakan untuk 

mengukur tingkah laku atau proses terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati 

baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

Teknik pelaksanaan observasi ini terdapat dua teknik yaitu dapat dilakukan 

secara langsung, yakni peneliti berada langsung bersama objek yang diteliti dan 

tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat waktu 

berlangsungnya peristiwa terjadi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang 

pewawancara terhadap narasumber secara mendalam untuk menemukan suatu 

permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Wawancara pada penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
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deskriptif, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin 

diketahui, dengan mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. 

wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap 

informan yang dipilih oleh peneliti.           

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang anggota Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas Provinsi Riau). Informan penelitian ini yaitu Pak Ade, 

Pak Ardi, Pak Ferdi, dan Pak Idris. Alasan Peneliti memilih mereka sebagai 

narasumber dalam penelitian karena informan tersebut sudah lama bekerja 

sehingga sesuai dengan harapan peneliti bahwa informan tersebut mampu 

memberikan informasi terkait dengan pengelolaan zakat di Baznas, dimana 

Baznas sebelumnya memperoleh zakat secara tunai dan seiring dengan 

kemajuan teknologi mulai beralih menggunakan SIMBA. 

3. Dokumentasi 

Menurut (prof. dr. sugiyono, 2011) dokumentasi sendiri merupakan 

catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen berarti sumber 

informasi yang berbentuk bukan manusia (non human resource). 

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang 

dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. 

Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan 

judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Provinsi Riau serta dari berbagai sumber lainnya yang relevan dari 

penelitian ini. 
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3.5 Metode Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses 

melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah 

masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis 

atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

      Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan meurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dengan 

demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data 

yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data (Rijali, 2018). 

      Peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari 

lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna 

serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini 

diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. 

      Analisis data dalam penelitian Kualitatif menurut pandangan Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data melakukan 

beberapa langkah yang ditempuh, yaitu: 
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1. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan (Rijali, 2018). Bentuk penyajian data kaulitatif dapat 

berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa 

yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali. 

2. Data Reduction  

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

3. Verification 

Penarikan kesimpulan yaitu dimana setelah semua data diperoleh 

kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan 

melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari pengelola atau staff pada 

BAZNAS Provinsi Riau. 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus 

selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif 

mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan 
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ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula- mula belum jelas, namun 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas pada pemaparan 

tersebut di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis 

deskripsikan sebagai berikut: 

1. Baznas Provinsi Riau adalah lembaga pengelola zakat yang menghimpun 

dana Zakat, infaq, dan sedekah untuk para mustahik di Provinsi Riau. 

Mereka berperan sebagai jembatan antara para muzakki dan mustahik, 

dengan semangat pengabdian yang tertuang dalam visi-misi mereka 

menyejahterakan ummat di Provinsi Riau. Baznas Provinsi Riau 

menggunakan beberapa metode dalam pengelolaan dana zakat, seperti 

pembayaran secara langsung, pembayaran secara tidak langsung, layanan 

jemput zakat, dan pembayaran melalui kantor layanan zakat. Mereka juga 

memfokuskan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah pada 

masyarakat kota Pekanbaru. Dalam upaya pengelolaan zakat, infaq, dan 

sedekah, Baznas Provinsi Riau mengutamakan aspek efektivitas dan 

efisiensi dengan pengelolaan yang memenuhi unsur-unsur ketepatan dan 

objektifitas. Mereka menjalankan program pemberdayaan Zakat, Infaq, 

Shadaqah (ZIS), seperti program tanggap darurat bencana, program 

makmur, program cerdas, program sehat, dan program dakwah. Baznas 

Provinsi Riau sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Baznas 

(SIMBA) sejak tahun 2016 dan optimal di tahun 2017. Dalam SIMBA 
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tercatat secara jelas dan rinci data muzakki dan mustahik, serta kas masuk 

dan keluar. Baznas Provinsi Riau telah meraih penghargaan operator 

SIMBA terbaik dan taat laporan keuangan SIMBA terbaik pada tahun 

2024. Mereka juga menjalin kolaborasi dengan kementrian agama untuk 

pelatihan terkait PSAK 409. Ketika mengalami kendala, pihak Baznas 

Provinsi Riau langsung konsultasi ke Baznas RI (pusat), yang selalu 

merespon dengan cepat. Dari penjelasan yang diberikan, aplikasi 

pengurusan zakat, infaq, dan sedekah di Baznas Provinsi Riau terbukti 

sangat efisien dan efektif. Mereka telah berhasil mencapai tujuan 

manajemen zakat dengan standar keberhasilan yang tinggi dan tingkat 

efektivitas yang optimal. Aplikasi SIMBA menjadi alat memudahkan 

dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat pusat, 

provinsi, maupun kabupaten/kota.  

2. Faktor pendukung penerapan aplikasi Simba pada Baznas Provinsi Riau 

termasuk ketersediaan jaringan internet dan keterampilan operator. 

Komitmen bersama antara pimpinan Baznas juga penting. Aplikasi Simba 

diwajibkan oleh pusat dan Baznas Provinsi Riau sudah menerima 

sosialisasi terkait penggunaannya. SDM di Baznas Provinsi Riau telah 

teredukasi tentang aplikasi Simba. Faktor penghambat meliputi hilangnya 

jaringan internet, seringnya upgrade aplikasi, kurangnya pelatihan dan 

pergantian SDM di internal Baznas, serta infrastruktur yang tidak 

memadai. Jarak antara Baznas RI dengan Baznas Provinsi Riau juga 

menjadi faktor penghambat karena sulitnya berkomunikasi. Selain itu, 
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sosialisasi Simba hanya terfokus pada bagian keuangan sehingga bagian 

umum dan pendistribusian masih mengandalkan bagian keuangan untuk 

penginputan. Meskipun SIMBA mengalami beberapa kendala, Baznas 

Provinsi Riau tetap mampu mengatasi masalah yang muncul dengan 

bantuan dari Baznas RI (pusat). 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu: 

1. Hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran informan dalam 

menjawab wawancara penelitian. 

2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada laporan keuangan 2023. 

Laporan keuangan di Baznas Provinsi Riau tahun 2023 belum di audit 

KAP sampai dipertengahan tahun 2024, sehingga peneliti kesulitan 

mendapatkan data tahun yang terbaru. 

5.3 Saran 

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti 

merekomendasikan dalam bentuk saran terkait implementasi pengelolaan zakat, 

infak/sedekah melalui aplikasi Simba untuk meningkatkan akuntabilitas pada 

badan amil zakat nasional (Baznas) Provinsi Riau: 

1. Para pimpinan maupun tim manajemen pada Baznas Provinsi Riau adalah 

tenaga profesional. Maka dari itu, harus senantiasa melatih diri dalam 

meningkatkan profesionalitas khususnya terkait dengan penggunaan 

fasilitas Teknologi Informasi. 
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2. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi, serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam tentang perlunya implementasi pengelolaan zakat, infaq dan 

sedekah yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang 

berkelanjutan dengan fokus lain, sebab dalam penelitian ini masih banyak 

keterbatasan dan kekurangan. 

3. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan data lebih lengkap baik dari lingkungan internal maupun 

eksternal dan memperbanyak jumlah informan serta melibatkan informan 

dari berbagai level organisasi Baznas agar dapat analisis lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Hasil Wawancara  

A. Wawancara dengan Bapak Ardi Rahmadany Saputra S.T selaku 

Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Riau 

1. Sejak kapan Baznas Provinsi Riau menggunakan aplikasi SIMBA? 

“Baznas Provinsi Riau mengoperasikan aplikasi SIMBA ini terhitung dari 

tahun 2016, dan optimal dipergunakan pada tahun 2017 sampai sekarang ini” 

2. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala 

pengoperasian aplikasi Simba? 

“Selama ini berkomunikasi ke pusat, yaitu membuat pelatihan, baik di 

pusat dan provinsi serta yang dari daerah-daerah ataupun orang pusat kita 

minta untuk turun ke daerah langsung ke orang-orangnya.” 

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas 

Provinsi Riau? 

“Faktor pendukungnya yaitu adanya perintah dari pusat tentang 

kewajiban menggunakan Simba, aturan perbaznas dari pusat tentang 

menggunakan Simba. Jadi menggunakan Simba ini wajib bagi Baznas.” 

4. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan 

aplikasi Simba? 

“Faktor penghambat lebih ke internal Baznas, seperti SDM yang kurang 

mampu, kurangnya pelatihan SDM bagian keuangan basicnya bukan ilmu 

akuntansi. Terkadang SDM yang berganti-ganti, berganti pimpinan Baznas 

maka berganti pula SDM nya. Sehingga ilmunya tidak maksimal. Infrastuktur 



 

 

 

 

juga faktor penghambat, internet yang tidak memadai, computer yang tidak 

cukup speknya karena Simba ini ada spesifikasi.” 

5. Bagaimana penerapan akuntabilitas di Simba Provinsi Riau? 

“akuntabilitas di simba yang pertama untuk muzaki, kalau data muzakinya 

lengkap di input di simba sampai dengan Alamat email ataupun nomor HP 

itu setelah di input ke simba ada masuk ke muzakinya, kalau ke email 

biasanya kwitansi zakat nya langsung masuk ke muzakinya kemudian 

notifikasi zakatnya masuk ke HPnya. Kalau terkait penyaluran kalau di 

Simba nya lebih ke baznas RI karena baznas RI bisa melihat, kalau kami 

yang di Provinsi bisa melihat yang dikabupaten. Sedangkan akuntabilitas 

di luar Simba, nanti hasil laporan yang ada di Simba kami laporkan, 

setiap bulan di sosmed kami laporkan tapi emang secara garis besar 

berapa penyaluran setiap bulan, kemudian berapa jumlah penerima 

manfaatnya dari setiap program, kalau per enam bulan dan akhir tahun 

itu baru dalam bentuk laporan. Laporan secara umum lah, laporan 

keuangan, laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat seprovinsi. itu kami 

laporkan di kemenag dan gubernur, dan biasanya kami posting juga di 

website. Kalo laporan keuangan tahunan setelah kami audit biasanya 

kami infokan di koran dan website. Jadi akuntabilitas nya lebih ke jajaran 

internya sih, karena kalau di simba kan tidak semua bisa akses apalagi 

orang luar.” 

 

  



 

 

 

 

B. Wawancara dengan Bapak Idris, SE.Sy selaku Kepala Pelaksana 

Baznas Provinsi Riau 

1. Dalam menerapkan aplikasi Simba awalnya Baznas Provinsi Riau merekut 

di bidang apa untuk operator Simba? 

“Pertama dibidang IT, selain dia paham IT dia juga paham keuangan 

maka Kabag keuangan hari ini lulusan Teknik dia kepala bagian keuangan 

jadi kita tidak lagi menggunakan laporan keuangan manual sehingga  laporan 

otomatis, jadi kapan pun dimana pun bisa menghasilkan laporan keuangan 

sendiri melalui Simba tadi.” 

2. Di dalam Simba apakah data muzakki dipisah menurut kategorinya? 

“iya, kategori ada muzakki yang sifatnya dari Lembaga, ada muzakki 

yang dari perorangan, ada dari ASN jadi muzakki tetap dipisahkan.” 

3. Di Baznas setiap tahun melakukan sosialisasi/ pelatihan. Di dalam 

pelatihan ini apakah operator simba diberikan sosialisasi tentang peng-

upgrade an aplikasi tersebut? 

“Baik, di Baznas Provinsi Riau ada namanya penguatan ya, penguatan 

terkait pihak pengumpulan, pendistribusian, dan bidang bidang lain yang ada 

di Baznas. Khususnya di Simba kita tetap upgrade nanti ada pelatih atau 

narasumber dari pusat yang di datangkan ke Baznas Provinsi Riau dan 

kemudian kita hadirkan seluruh Baznas yang ada di Provinsi Riau yaitu 

Baznas Kabupaten/Kota untuk mengetahui peng-upgrade an aplikasi dari 

sistem Simba ini terkait dengan PSAK 409 kemudian ada menu tambahan 

yang ada disimba itu sendiri. Dan pelatihan PSAK 409 sudah termasuk disini. 



 

 

 

 

Kita setiap tahun dari pusat pasti punya terobosan-terobosan baru tentang 

aplikasi ini, jadi bukan hanya setiap tahun kita hampir setiap hari bisa 

berkoordinasi dengan pusat baik dari Baznas Kabupaten/Kota, Baznas 

Provinsi Riau kita langsung ke pusat untuk meng-upgrade aplikasi Simba ini 

sendiri. Kita Baznas Provinsi Riau tahun 2024 kemarin dapat 2 kategori 

pelaporan simba terbaik. yaitu penghargaan operator Simba terbaik dan 

penghargaan taat laporan keuangan Simba terbaik. Baznas Provinsi Riau 

adalah salah satu Baznas yang konsisten menggunakan Simba dalam 

pengelolaan zakat.” 

4. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala 

pengoperasian aplikasi Simba? 

“Ketika ada kendala pasti kita melapor ke pusat, pusat pun merespon 

dengan cepat biasanya kendala tidak akan memakan waktu lama karena tim 

ahli di pusat juga orang orang handal ya yang bisa mengatasi masalah yang 

kita hadapi.” 

5. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan 

aplikasi Simba? 

“Kalau untuk kendala yang dihadapi dalam pengoperasionalan aplikasi 

SIMBA ini yang sering terjadi adalah ketika terjadi hilangnya jariangan 

internet secara tiba-tiba. Kendala kedua yang dihadapi yaitu sering SIMBA 

melakukan upgrade sehingga sering terjadi error dan bug dalam berbagai 

fitur yang terdapat didalamnya, sehingga membuat laporan keuangan yang 

dihasilkan dari aplikasi SIMBA masih belum akurat data yang ditampilkan.” 



 

 

 

 

6. Bagaimana penerapan akuntabilitas di Simba Provinsi Riau? 

“kita kan ada bagian pengumpulan, penyaluran ini saling koneksi, artinya 

kalau yang pengumpulan mereka sendiri yang menerima data dan mereka 

sendiri yang tau, takutnya ada bermain (curang) tapi dengan adanya aplikasi 

simba ini kita Baznas Provinsi ini bisa di cek juga oleh Baznas pusat. 

Biasanya ada bantuan yang sifatnya rumah layak huni kan itu budget kita 50-

100 juta, mana tau di bagian penyaluran buat sampai 500 juta itu kan hal 

yang tidak wajar, nah disitu akuntabilitas nya pada Simba agar tidak terjadi 

kecurangan dalam mendata laporan karena bisa diakses juga oleh pusat.” 

C. Wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan,SE selaku Kepala Bagian 

Pengumpulan Baznas Provinsi Riau 

1. Apakah semua operator simba memahami secara detail tentang PSAK 

409? 

“sejauh ini kalau memahami secara penuh mungkin tidak, ada sebagian 

yang memahami hanya sebatas pemahaman umum. Tapi kalau untuk di 

keuangan dan pelaporan itu wajib memahami PSAK 409.” 

2. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala 

pengoperasian aplikasi Simba? 

“Kita menghubungi Baznas RI Ketika kita tidak bisa menginput data 

ataupun adanya gangguan, kita langsung konsultasi ke Baznas RI apa 

solusinya.” 

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas 

Provinsi Riau? 



 

 

 

 

“kita mendapat sosialisasi dari Baznas RI terkait pengelolaan Simba. 

Dalam bidang IT, SDM kita sudah ada yang paham simba dan sudah 

diajarkan oleh orang pusat tentang cara penggunaan Simba dan tim kita juga, 

jika berangkat ke pusat selalu konsultasi terkait penggunaan Simba” 

4. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan 

aplikasi Simba? 

“eksternalnya jarak antar Baznas RI dengan Baznas kita jauh sehingga 

lumayan susah jika ingin berkomunikasi dengan Baznas RI terkait 

permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di Simba yang seharusnya bisa 

selesai dalam waktu dekat. Internalnya sosialisasi Simba ini yang benar-

benar menggunakan Simba adalah bagian keuangan, maka di bagian umum 

dan bagian pendistribusian jika ada penginputan di Simba mereka masih 

menyerahkan kebagian keuangan.” 

D. Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, SE selaku Satuan Audit 

Internal  

1. PSAK 409 dengan Simba ini memiliki kesesuaian, apakah di Baznas 

Provinsi Riau sudah maksimal atau belum? 

“karena kita diwajibkan mengikuti PSAK 409 saya rasa sudah maksimal, 

kita pun hari ini terus bergandeng dengan kementrian agama untuk pelatihan 

pelatihan terkait PSAK 409 tadi.” 

2. Apakah untuk muzakki baru harus terlebih dahulu melakukan registrasi 

tahap awal? 



 

 

 

 

“iya, kalau muzakki baru tentu kita input lagi data terbaru untuk 

menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dengan registrasi kita 

meminta KTP, Alamat, nomor handphone dan email juga, agar nanti ketika 

mereka melakukan pembayaran zakat melalui online otomatis akan terkirim 

ke wa atau email mereka untuk pembayaran zakat profesi standar 

pungutannya yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan. Sedangkan untuk infaq 

dan sedekah standarnya adalah 0% atau sesuai dengan jumlah yang ingin 

disetorkan oleh muzakki.” 

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas 

Provinsi Riau? 

“Faktor utama pendukungnya adalah ketersediaan jaringan internet yang 

cukup, dan skill operator (amil) yang mengoperasikannya. Dua faktor ini 

yang terpenting. selain itu, dibutuhkan komitmen bersama antar pimpinan 

baznas untuk dapat memaksimalkan fungsi SIMBA ini. sebab jika pimpinan 

baznasnya tidak mau komitmen menerapkan seluruh sistemnya lewat SIMBA, 

fungsi sistem ini juga pasti tidak akan maksimal” 

Lampiran 2: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2022 Audit 

KAP 

  



 

 

 

 

1. Laporan Keuangan 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Daftar Aset Tetap 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara 

1. Wawancara dengan Bapak Idris,SE.Sy selaku Kepala Pelaksana Baznas 

Provinsi Riau 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan,S.E selaku Kepala Bagian 

Pengumpulan Baznas Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Wawancara dengan Bapak Ardi Rahmadany, S.T selaku Kepala Bagian 

Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, S.E selaku Satuan Audit Internal 

Baznas Provinsi Riau 

 


